WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA YANG MENGATUR TENTANG

Menimbang

Mengingat

CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi, perlu
dilakukan pencabutan Peraturan Wali Kota yang
mengatur tentang Corona Virus Disease 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota
Yang Mengatur Tentang Corona Virus Disease 2019;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);



Menetapkan:

-2

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017
Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN WALI KOTA YANG MENGATUR TENTANG
CORONA VIRUS DISEASE 20109.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Penetapan Pembayaran Pajak Terutang untuk Pajak
Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak
Parkir sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bogor
(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 18 Seri
E);

Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam
Penanganan Coroona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020
Nomor 27 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor
132 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang



Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020
Nomor 11 Seri E);

Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Tahun 2020 dan Penghapusan Sanksi
Administrasi Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak sampai dengan
Tahun 2019 sebagai Dampak Status Kejadian Luar
Biasa Corona Virus Disease 2019 di Kota Bogor (Berita
Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 2 Seri B);

Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020
Nomor 48 Seri E);

Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Penundaan Jatuh  Tempo Pembayaran dan
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah
sebagai Dampak Wabah Penyakit Akibat Corona Virus
Disease 2019 di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor
Nomor 4 Seri B);

Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2020 tentang
Pedoman Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan
Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di
Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020
Nomor 49 Seri E);

Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2020 tentang
Penyediaan dan Penggunaan Jasa Internet Di Wilayah
Rukun Warga Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor
Tahun 2020 Nomor 54 Seri E);

Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan
Komunitas dalam Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Kota Bogor (Berita Daerah Kota
Bogor Tahun 2020 Nomor 95 Seri E);

Peraturan Wali Kota Nomor 117 Tahun 2020 tentang
Penghapusan Sanksi Administrasi Denda
Keterlambatan Pajak Daerah dan Pengurangan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terutang
sebagai Dampak Wabah Penyakit Akibat Corona Virus
Disease 2019 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020
Nomor 101 Seri E);

Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Dalam
Rangka Pencegahan dan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) yang Bersumber dari Belanja
Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun
2020 Nomor 122 Seri E);

Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Berbasis Mikro Dalam Rangka Pengendalian Pandemi
Corona Virus Disease 2019 di Kota Bogor (Berita
Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 7);

Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kewaspadaan Pemudik dan Pendatang
Dalam Rangka Pengendalian Pandemi Corona Virus
Disease 2019 di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor
Tahun 2021 Nomor 18);

Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease
2019 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Berbasis Mikro Skala Rukun Warga di Kota Bogor
(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 38);

Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2021 tentang
Pembatasan Aktivitas Masyarakat dan Pengenaan
Sanksi  Pelanggaran  Tertib  Kesehatan  dalam
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota
Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor
81);

Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2021 tentang
Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019
melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Darurat di Kota Bogor (Berita Daerah Kota
Bogor Tahun 2021 Nomor 82);

Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2021 tentang
Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019
melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 4 di Kota Bogor (Berita Daerah Kota
Bogor Tahun 2021 Nomor 87);

Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang
Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019
melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 3 di Kota Bogor (Berita Daerah Kota
Bogor Tahun 2021 Nomor 100);

Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang
Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019
melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 2 di Kota Bogor (Berita Daerah Kota
Bogor Tahun 2021 Nomor 118);

Peraturan Wali Kota Nomor 130 Tahun 2021 tentang
Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019
melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 1 di Kota Bogor (Berita Daerah Kota
Bogor Tahun 2021 Nomor 130); dan

Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease
2019 Varian Omnicron serta Penegakan Penggunaan
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Aplikasi Pedulilindungi

Tahun 2022 Nomor 1);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Wali Kota

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

ini

Pasal 2

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 10 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H.,M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Februari 2023

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.

BIMA ARYA

(Berita Daerah Kota Bogor

mulai berlaku pada tanggal

memerintahkan



